BAB III
GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN 


Pengelolaan keuangan pemerintah Kabupaten Tabalong dilakukan dengan mengacu pada batasan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam : (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ; (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 juncto Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan-peraturan perundangan yang mendasari pengelolaan keuangan daerah tersebut memberikan tekanan perlunya efesiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah dalam rangka peningkatan pengawasan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Kerangka pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong secara garis besar merupakan keseluruhan kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
Analisis  pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan  keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu APBD maka yang menjadi unit analisis adalah APBD, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana pengelolaan keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD dalam Peraturan Daerah (Perda). Dalam hubungannya dengan RPJMD, APBD merupakan komitmen politik penyelenggara pemerintahan daerah untuk mendanai strategi pembangunan yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan pada SKPD selama kurun waktu 5 tahun.
Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan berfungsi untuk mencari kapasitas rill yang digunakan untuk membiayai pembangunan Kabupaten Tabalong selama lima tahun kedepan. Perhitungan kapasitas rill dihitung dengan mempertimbangkan terlebih dahulu kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan masa lalu, dan kerangka pendanaan.

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu
Untuk dapat memahami kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong, maka perlu dicermati kondisi kinerja keuangan daerah, baik kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya. Kinerja pelaksanaan APBD dapat diketahui dari rencana anggaran dan realisasinya, baik dari aspek pendapatan, belanja dan pembiayaan. Berdasarkan data tahun 2009 hingga tahun 2013 rencana anggaran dan realisasi dapat dijelaskan melalui perhitungan kinerja pelaksanaan pendapatan, kinerja pelaksanaan belanja, kinerja pelaksanaan pembiayaan dan neraca daerah.

a. Kinerja Pelaksanaan Pendapatan
Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Seluruh pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD dianggarkan secara bruto, yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Pendapatan daerah dibagi dalam 3 (tiga) kelompok yaitu :
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli daerah yang sah.
b. Dana Perimbangan, yang terdiri dari Bagi hasil Pajak, Bagi hasil bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Dana Perimbangan ini sebenarnya diluar kendali Pemda Kabupaten Tabalong, karena pengalokasiannya tergantung dari Pemerintah Pusat.
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, terdiri dari Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari provinsi dan daerah lain, dana penyesuaian dan otonomi khusus, bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya. Lain-lain Daerah yang sah ini juga diluar kendali Pemda Kabupaten Tabalong, karena pengalokasiannya tergantung dari Pemerintah Pusat.

Sumber-sumber pendapatan daerah tersebut  merupakan sumber pendanaan bagi Pemerintah Daerah untuk mendanai belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan aktivitas pemerintahan dan pembangunan daerah. Disamping berasal dari sumber-sumber pendapatan diatas, pembangunan didaerah didukung dengan dana yang bersumber dari pemerintah pusat  yang disalurkan melalui Kementerian dan Provinsi.
Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 157, sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Pengelolaan pendapatan daerah bertujuan untuk mengoptimalkan sumber pendapatan daerah dalam rangka peningkatan kapasitas fiskal daerah guna memaksimalkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat sebagai hakikat pemerintahan.
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Tabel 3.1.
Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2009-2013                                                                                                                                                                                                                               (Dalam Rupiah )


	Uraian
	Tahun
	Pertumbuhan (%)

	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	

	Pendapatan Asli Daerah
	24,879,970,534.06
	31,131,903,436.67
	35,194,608,084.39
	46,232,992,586.30
	70,598,640,419.00
	

	Dana Perimbangan
	597,334,209,875.74
	581,336,240,734.00
	655,020,555,089.00
	783,053,694,547.00
	787,393,583,027.00
	

	Lain-lain Pendapatan yang Sah
	45,403,590,848.00
	78,873,660,880.00
	121,056,792,025.00
	165,637,862,161.00
	153,987,023,780.00
	

	Jumlah
	667,617,771,257.80
	691,341,805,050.67
	811,271,955,198.39
	994.924.549.294,30
	1,011,979,247,226.00
	9,025 %


Sumber : DPKKD Kabupaten Tabalong 2009-2013
Dalam kurun waktu lima tahun, Pemerintah Kabupaten Tabalong telah menunjukkan hasil yang cukup signifikan dalam pencapaian realisasi pendapatan daerah. Hal ini terlihat dari realisasi pendapatan daerah pada tahun 2009 sebesar Rp. 667.617.320.257,80 meningkat sebesar Rp. 1.011.979.247.226,00  pada tahun 2013. Dengan demikian persentase rata-rata pertumbuhan pendapatan dari tahun 2009 ke tahun 2013 mencapai 9,25 %.
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tabalong selama 5 tahun ( 2009-2013) memiliki pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 9 % dan kontribusinya terhadap APBD dalam setiap tahunnya rata-rata sebesar 4,8 % dari total pendapatan Kabupaten Tabalong, dan lain-lain pendapatan yang sah rata-rata hanya sebesar 11,97 % total pendapatan Kabupaten Tabalong.
Kinerja dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilihat dari indikator Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2009 sebesar Rp 24,879,970,534.06 meningkat menjadi Rp. 70,598,640,419.00 Pada tahun 2013.

Tabel 3.2
Capaian Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2009-2013

	Tahun
	Anggaran
	Realisasi
	Capaian(%)

	2009
	34.974.225.065
	24,879,970,534.06
	71,14 %

	2010
	36.974.225.065
	31,131,903,436.67
	84,20 %

	2011
	49.185.649.000
	35,194,608,084.39
	71,55 %

	2012
	52.912.470.860
	46,232,992,586.30
	87,38 %

	2013
	69.674.967.080
	70,598,640,419.00
	101,33 %


Sumber : DPKKD Kabupaten Tabalong 2009-2013

Pencapaian Pajak Daerah dan Retribusi pada tahun 2009 sebesar Rp 13.037.546.743,00 angka ini meningkat dengan pencapaian pajak daerah pada tahun 2013 sebesar Rp 33.992.910.456,00 dengan demikian  peningkatan dari tahun 2009 ke tahun 2013 mencapai 38,35 %.
Pencapaian Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan menunjukan hasil yang cukup signifikan dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini. Pada tahun 2009 realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 5.084.337.945,00 dan meningkat menjadi Rp. 5.195.222.260,00 pada tahun 2013 dengan kontribusi rata-rata terhadap PAD sebesar 11,34 % dari kurun waktu 2009 – 2013.
Adapun pencapaian dari lain – lain pendapatan asli daerah yang sah juga terjadi fluktuasi terhadap kontribusi kepada PAD dengan rata – rata kontribusi pertahun sebesar 28, 96 %. Hal ini terlihat dari peningkatan pencapaian dari tahun 2009 yang sebesar Rp. 8.746.343.062 menjadi Rp. 83.986.219.780,00. 
Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, realisasi penerimaan Dana Perimbangan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Tabalong mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari realisasi dana perimbangan tahun 2009 sebesar Rp. 597,334,209,875.74 dan meningkat menjadi Rp. 787,393,583,027.00 Pada tahun 2013 Capaian dari komponen dana perimbangan tahun 2009-2013 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.3
Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2009-2013                                                                               ( Dalam Rupiah )

	No
	Uraian
	Tahun
	Anggaran
	Realisasi
	Capaian (%)

	1
	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak
	2009
	324,454,729,026.64
	292,232,849,875.74
	90.07%

	
	
	2010
	365,313,171,200.00
	271,334,940,734.00
	74.27%

	
	
	2011
	471,959,002,000.00
	375,874,419,089.00
	79.64%

	
	
	2012
	437,510,317,400.00
	426,392,701,547.00
	97.46%

	
	
	2013
	407,176,031,057.00
	382,311,554,027.00
	93.89%

	2
	Dana Alokasi Umum
	2009
	253,998,360,000.00
	253,998,360,000.00
	100.00%

	
	
	2010
	269,423,900,000.00
	269,423,900,000.00
	100.00%

	
	
	2011
	261,765,236,000.00
	261,765,236,000.00
	100.00%

	
	
	2012
	356,660,993,000.00
	356,660,993,000.00
	100.00%

	
	
	2013
	405,082,029,000.00
	405,082,029,000.00
	100.00%




	No
	Uraian
	Tahun
	Anggaran
	Realisasi
	Capaian (%)

	3
	Dana Alokasi Khusus
	2009
	51,103,000,000.00
	51,103,000,000.00
	100.00%

	
	
	2010
	40,577,400,000.00
	40,577,400,000.00
	100.00%

	
	
	2011
	17,394,200,000.00
	17,380,900,000.00
	99.92%

	
	
	2012
	-
	-
	-

	
	
	2013
	-
	-
	-

	
	J u m l a h
	2009
	629,556,089,026.64
	597,334,209,875.74
	94.88%

	
	
	2010
	675,314,471,200.00
	581,336,240,734.00
	86.08%

	
	
	2011
	751,118,438,000.00
	655,020,555,089.00
	87.21%

	
	
	2012
	794,171,310,400.00
	783,053,694,547.00
	98.60%

	
	
	2013
	812,258,060,057.00
	787,393,583,027.00
	96.94%


Sumber : DPKKD Kabupaten Tabalong 2009-2013

Realisasi pendapatan yang berasal dari lain-lain Pendapatan yang sah dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini ditunjukkan dari meningkatnya realisasi pada tahun 2013 sebesar  Rp. 153,987,023,780.00 jika dibandingkan pada tahun 2009 yang hanya sebesar Rp.45,403,590,848.00 termasuk dalam kelompok pendapatan ini adalah pendapatan Hibah, dana penyesuaian dana otonomi khusus, bantuan keuangan dari provinsi atau pemda lainnya, dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan umum dari Provinsi atau pemda lainnya,  serta Pendapatan lainnya. Capaian dari komponen lain-lain Pendapatan Daerah yang sah tahun 2009-2013 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.4
Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2009-2013
(  Dalam  Rupiah  )


	No
	Uraian
	Tahun
	Anggaran
	Realisasi
	Capaian (%)

	1
	Pendapatan Hibah
	2009
	100,000,000.00
	
	0.00%

	
	
	2010
	2,500,000,000.00
	91,738,100.00
	3.67%

	
	
	2011
	2,500,000,000.00
	20,313,720.00
	0.81%

	
	
	2012
	2,500,000,000.00
	2,841,262,845.00
	113.65%

	
	
	2013
	4,100,000,000.00
	6,170,825,971.00
	150.51%




	No
	Uraian
	Tahun
	Anggaran
	Realisasi
	Capaian (%)

	2
	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
	2009
	36,168,753,000.00
	37,276,465,848.00
	103.06%

	
	
	2010
	40,000,000,000.00
	49,420,731,580.00
	123.55%

	
	
	2011
	80,000,000,000.00
	58,842,689,105.00
	73.55%

	
	
	2012
	110,121,154,230.00
	105,482,561,316.00
	95.79%

	
	
	2013
	85,895,873,000.00
	76,642,943,809.00
	89.23%

	3
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
	2009
	-
	6,626,625,000.00
	#DI---V-/0!

	
	
	2010
	34,427,091,200.00
	19,361,191,200.00
	56.24%

	
	
	2011
	88,217,168,200.00
	60,293,789,200.00
	68.35%

	
	
	2012
	69,060,182,330.00
	57,314,038,000.00
	82.99%

	
	
	2013
	70,000,804,000.00
	70,000,804,000.00
	100.00%

	4
	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
	2009
	1,500,500,000.00
	1,500,500,000.00
	100.00%

	
	
	2010
	10,000,000,000.00
	10,000,000,000.00
	100.00%

	
	
	2011
	11,800,000,000.00
	1,900,000,000.00
	16.10%

	
	
	2012
	-
	-
	-

	
	
	2013
	1,172,450,000.00
	1,172,450,000.00
	100.00%

	5
	Dana Bagi Hasil  SDA Pertambangan Umum
	2009
	-
	-
	-

	
	
	2010
	-
	-
	-

	
	
	2011
	-
	-
	-

	
	
	2012
	-
	-
	-

	
	
	2013
	-
	-
	-

	6
	Pendapatan Lainnya
	2009
	-
	-
	-

	
	
	2010
	-
	-
	-

	
	
	2011
	-
	-
	-

	
	
	2012
	-
	-
	-

	
	
	2013
	-
	-
	-

	
	Jumlah
	2009
	37,769,253,000.00
	45,403,590,848.00
	120.21%

	
	
	2010
	86,927,091,200.00
	78,873,660,880.00
	90.74%

	
	
	2011
	182,517,168,200.00
	121,056,792,025.00
	66.33%

	
	
	2012
	181,681,336,560.00
	165,637,862,161.00
	91.17%

	
	
	2013
	161,169,127,000.00
	153,987,023,780.00
	95.54%


Sumber : DPKKD Kabupaten Tabalong 2009-2013

b. Kinerja Pelaksanaan Belanja
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan propinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau  antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.
Pemerintah Kabupaten Tabalong dalam melaksanakan belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Tabalong dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan system  jaminan sosial.
Arah pengelolaan belanja daerah Kabupaten Tabalong bertumpu pada alokasi anggaran yang berazaskan keadilan, dimana keadilan merupakan misi utama dalam melaksanakan berbagai kebijakan, khususnya dalam pengelolaan anggaran daerah. Pelayanan umum akan meningkat dan kesempatan kerja juga akan makin bertambah apabila fungsi alokasi dan distribusi dalam pengelolaan anggaran belanja telah dilakukan dengan memperhatikan efesiensi dan efektivitas anggaran, hal ini dapat dilihat dari manfaat anggaran yang dapat menghasilkan perbaikan pelayanan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat.

Tabel 3.5
Total  Belanja Tahun Anggaran 2009-2013
( Dalam Rupiah )

	Tahun
	Anggaran
	Realisasi
	Capaian (%)

	
	
	
	

	2009
	715,049,306,258.00
	624,641,652,002.00
	87.36%

	2010
	872,609,745,707.95
	721,220,359,691.00
	82.65%

	2011
	1,016,178,073,251.00
	815,831,328,341.00
	80.28%

	2012
	1,079,005,254,040.00
	901,113,149,441.00
	83.51%

	2013
	1,091,328,001,508.52
	809,762,231,830.00
	74.20%


Sumber : DPKKD Kabupaten Tabalong 2009-2013

Realisasi belanja daerah Kabupaten Tabalong tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 rata-rata sebesar 81,06 %. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan terdapat penyerapan anggaran belanja daerah secara optimal. 
Realisasi Belanja Tidak Langsung Kabupaten Tabalong tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 rata-rata sebesar 78,13 %.hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan terdapat penyerapan anggaran belanja operasi secara optimal. Sedangkan jika dilihat dari segi penggunaannya, maka terdapat peningkatan disetiap tahunnya dengan rata-rata peningkatan sebesar 8,8 %.

Tabel 3.6
Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun  2009-2013                                 (Dalam Rupiah)

	No
	Uraian
	Tahun
	Anggaran
	Realisasi
	Capaian (%)

	1
	Belanja Pegawai
	2009
	319,659,442,648.00
	217,037,509,911.00
	67.90%

	
	
	2010
	318,554,090,813.00
	261,457,227,605.00
	82.08%

	
	
	2011
	393,501,005,900.00
	320,353,924,861.00
	81.41%

	
	
	2012
	456,276,350,476.97
	361,269,755,685.00
	79.18%

	
	
	2013
	503,555,197,810.52
	385,233,716,583.00
	76.50%

	2
	Belanja Subsidi
	2009
	-
	-
	

	
	
	2010
	-
	-
	

	
	
	2011
	-
	-
	

	
	
	2012
	-
	-
	

	
	
	2013
	-
	-
	

	3
	Belanja Hibah
	2009
	22,940,945,000.00
	21,262,088,855.00
	92.68%

	
	
	2010
	12,061,650,000.00
	10,638,900,000.00
	88.20%

	
	
	2011
	10,951,952,000.00
	10,163,080,000.00
	92.80%

	
	
	2012
	33,167,651,000.00
	26,766,488,000.00
	80.70%

	
	
	2013
	55,481,748,000.00
	37,959,269,083.00
	68.42%

	4
	Belanja Bantuan Sosial
	2009
	17,076,640,000.00 
	13,541,459,007.00 
	79.30%

	
	
	2010
	21,555,900,000.00 
	18,234,936,332.00 
	84.59%

	
	
	2011
	28,183,440,000.00 
	23,375,630,267.00 
	82.94%

	
	
	2012
	7,954,064,000.00 
	5,263,288,735.00 
	66.17%

	
	
	2013
	10,453,193,000.00 
	3,302,954,700.00 
	31.60%

	5
	Belanja Bagi Hasil kpd Provinsi / Kabupaten / Kota & Pemerintah Desa
	2009
	5,803,220,000.00 
	5,803,220,000.00 
	100.00%

	
	
	2010
	6,730,600,000.00 
	6,714,869,200.00 
	99.77%

	
	
	2011
	6,730,600,000.00 
	6,678,174,000.00 
	99.22%

	
	
	2012
	6,730,600,000.00 
	6,687,160,000.00 
	99.35%

	
	
	2013
	6,730,600,000.00 
	6,659,897,200.00 
	98.95%

	6
	Belanja Bantuan Keuangan kpd Provinsi / Kabupaten / Kota / Partai Politik
	2009
	21,067,511,000.00
	19,498,981,931.00
	92.55%

	
	
	2010
	25,700,543,291.00
	21,155,504,000.00
	82.32%

	
	
	2011
	25,032,132,000.00
	22,165,160,000.00
	88.55%

	
	
	2012
	30,232,132,000.00
	28,241,970,100.00
	93.42%

	
	
	2013
	29,269,744,000.00
	19,163,611,357.00
	65.47%

	7
	Belanja Tidak Terduga
	2009
	2,669,093,248.00
	1,247,444,471.00
	46.74%

	
	
	2010
	3,353,404,243.00
	1,143,490,000.00
	34.10%

	
	
	2011
	3,618,544,000.00
	2,311,578,000.00
	63.88%

	
	
	2012
	1,500,000,000.00
	1,093,820,000.00
	72.92%

	
	
	2013
	2,750,000,000.00
	544,072,500.00
	19.78%



	No
	Uraian
	Tahun
	Anggaran
	Realisasi
	Capaian (%)

	
	Jumlah
	2009
	389,216,851,896.00
	278,390,704,175.00
	71.53%

	
	
	2010
	387,956,188,347.00
	319,344,927,137.00
	82.31%

	
	
	2011
	468,017,673,900.00
	385,047,547,128.00
	82.27%

	
	
	2012
	535,860,797,476.97
	429,322,482,520.00
	80.12%

	
	
	2013
	608,240,482,810.52
	452,863,521,423.00
	74.45%


Sumber : DPKKD Kabupaten Tabalong 2009-2013

Realisasi Belanja Langsung Kabupaten Tabalong tahun 2009 sampai dengan tahun 2013  rata-rata sebesar 91.01 %. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan terdapat efesiensi penggunaan anggaran belanja modal. Sedangkan jika dilihat dari segi penggunaannya maka terdapat peningkatan selama 4 Tahun terakhir  dengan rata-rata peningkatan sebesar 9,1% kecuali Tahun 2013 terdapat penurunan 7.5 % dari Tahun 2012.

Tabel  3.7
Belanja Langsung Tahun Anggaran 2009-2013
( Dalam  Rupiah )

	No
	Uraian
	Tahun
	Anggaran
	Realisasi
	Capaian (%)

	1
	Belanja Pegawai
	2009
	53,311,612,650.00
	46,640,360,813.00
	87.49%

	
	
	2010
	63,778,237,800.00
	54,922,799,779.00
	86.12%

	
	
	2011
	67,150,096,419.00
	57,801,954,744.00
	86.08%

	
	
	2012
	71,595,920,905.00
	60,835,439,080.00
	84.97%

	
	
	2013
	84,371,579,530.00
	65,309,564,555.00
	77.41%

	2
	Belanja Barang dan Jasa
	2009
	146,808,706,903.00
	120,718,575,649.00
	82.23%

	
	
	2010
	172,804,385,800.00
	136,485,438,739.00
	78.98%

	
	
	2011
	200,195,962,387.00
	162,343,272,681.00
	81.09%

	
	
	2012
	206,892,353,473.00
	167,882,037,132.00
	81.14%

	
	
	2013
	184,796,328,375.00
	129,469,927,559.00
	70.06%

	3
	Belanja Modal
	2009
	195,269,544,057.00
	178,892,011,365.00
	91.61%

	
	
	2010
	248,070,933,760.95
	210,467,194,036.00
	84.84%

	
	
	2011
	280,814,340,545.00
	210,638,553,788.00
	75.01%

	
	
	2012
	264,656,182,185.03
	243,073,190,709.00
	91.84%

	
	
	2013
	213,809,610,793.00
	162,119,218,293.00
	75.82%

	
	Jumlah
	2009
	395,389,863,610.00
	346,250,947,827.00
	87.57%

	
	
	2010
	484,653,557,360.95
	401,875,432,554.00
	82.92%

	
	
	2011
	347,964,436,964.00
	430,783,781,213.00
	123.80%

	
	
	2012
	543,144,456,563.03
	471,790,666,921.00
	86.86%

	
	
	2013
	482,977,518,698.00
	356,898,710,407.00
	73.90%


Sumber : DPKKD Kabupaten Tabalong 2009-2013

c. Kinerja Pelaksanaan Pembiayaan
Pembiayaan daerah yang termuat dalam APBD Kabupaten Tabalong terdiri atas penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaaan daerah. Pada sisi penerimaan pembiayaan daerah terdiri dari SILPA Tahun lalu, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, Penerimaan kembali atas investasi jangka pangjang. Sedangkan sisi pengeluaran pembiayaan daerah terdiri dari SiLPA Tahun berkenaan, penyertaan modal/investasi pemerintah daerah dan pemberian pinjaman daerah. Tujuan dan arah pembiayaan daerah adalah untuk menutup defisit penerimaan daerah ataupun mempergunakan surplus anggaran untuk tujuan yang produktif. Pemerintah Kabupaten Tabalong selama jangka waktu 5 tahun sejak tahun anggaran 2009 sampai dengan 2013 dapat mengelola pembiayaan secara efektif dana efesien sehingga pembiayaan tersebut dapat meningkatkan pendapatan daerah. Adapun anggaran dan realisasi penerimaan pembiayaan daerah selama 5 tahun adalah seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 3.8
Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2009-2013 
( Dalam Rupiah )

	No
	Uraian
	Tahun
	Anggaran
	Realisasi
	Capaian (%)

	1
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
	2009
	21,091,393,555.36
	-
	0%

	
	
	2010
	55,703,125,831.16
	34,479,486,912.33
	62%

	
	
	2011
	21,223,638,918.83
	20,311,290,225.83
	96%

	
	
	2012
	7,462,221,083.22
	7,462,221,083.22
	100%

	
	
	2013
	65,849,011,983.52
	65,643,900,844.52
	100%

	2
	Pencairan Dana Cadangan
	2009
	-
	-
	-

	
	
	2010
	-
	-
	-

	
	
	2011
	-
	-
	-

	
	
	2012
	-
	-
	-

	
	
	2013
	-
	-
	-

	3
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	2009
	-
	-
	-

	
	
	2010
	-
	-
	-

	
	
	2011
	-
	-
	-

	
	
	2012
	-
	792,705,832.00
	-

	
	
	2013
	460,000,000.00
	899,543,427.00
	196%




	No
	Uraian
	Tahun
	Anggaran
	Realisasi
	Capaian (%)

	4
	Penerimaan Pinjamanan Daerah
	2009
	-
	-
	-

	
	
	2010
	-
	-
	-

	
	
	2011
	-
	-
	-

	
	
	2012
	79,481,065,171.78
	
	0%

	
	
	2013
	-
	-
	-

	5
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
	2009
	-
	-
	-

	
	
	2010
	-
	-
	-

	
	
	2011
	-
	-
	-

	
	
	2012
	-
	-
	-

	
	
	2013
	-
	-
	-

	6
	Peneriman Piutang Daerah
	2009
	-
	-
	-

	
	
	2010
	-
	-
	-

	
	
	2011
	-
	-
	-

	
	
	2012
	-
	-
	-

	
	
	2013
	-
	-
	-

	
	Jumlah
	2009
	21,091,393,555.36
	-
	0%

	
	
	2010
	55,703,125,831.16
	34,479,486,912.33
	62%

	
	
	2011
	21,223,638,918.83
	20,311,290,225.83
	96%

	
	
	2012
	86,943,286,255.00
	8,254,926,915.22
	9%

	
	
	2013
	66,309,011,983.52
	66,543,444,271.52
	100%


Sumber : DPKKD Kabupaten Tabalong 2009-2013

Realisasi pengeluaran pembiayaan selama tahun 2009-2013 juga sebagian besar berasal dari Silpa tahun berkenaan, serta penyertaan modal / investasi dari Pemerintah Kabupaten Tabalong. Selisih dari penerimaan pembangunan dengan pengeluaran pembiayaan adalah pembiayaan netto. Realisasi pembiayaan netto pada tahun 2009 mengalami defisit sebesar  Rp. 21.091.393.555,36 tahun 2010 sebesar Rp. 55.703.125.831,16 tahun 2011 sebesar Rp. 21.223.638.918,83 tahun 2012 sebesar Rp. 7.462.211.083,22 serta tahun 2013 sebesar   Rp. 65.849.011.983,52.  Kondisi ini menunjukkan bahwa pembiayaan APBD Kabupaten Tabalong selama tahun 2009-2013 masih tergantung pada Silpa baik Silpa tahun lalu maupun tahun berkenaan, adapun realisasi pengeluaran pembiayaan daerah Kabupaten Tabalong dapat dilihat pada tabel berikut.




Tabel 3.9
Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah 
Tahun Anggaran 2009-2013
 (  Dalam Rupiah  )

	No
	Uraian
	Tahun
	Anggaran
	Realisasi
	Capaian (%)

	
	
	
	
	
	

	1
	Pembentukan Dana Cadangan
	2009
	- 
	- 
	#DIV/0!--

	
	
	2010
	- 
	- 
	#DIV/0-!

	
	
	2011
	- 
	- 
	#DIV/0!

	
	
	2012
	- 
	- 
	#DIV-/0!

	
	
	2013
	- 
	- 
	#DIV/0!

	2
	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
	2009
	6,000,000,000.00 
	6,000,000,000.00 
	100.00%

	
	
	2010
	6,000,000,000.00 
	5,000,000,000.00 
	83.33%

	
	
	2011
	13,000,000,000.00 
	8,000,000,000.00 
	61.54%

	
	
	2012
	18,500,000,000.00 
	18,070,300,000.00 
	97.68%

	
	
	2013
	15,000,000,000.00 
	15,000,000,000.00 
	100.00%

	3
	Pembayaran Pokok Utang
	2009
	1,590,985,960.00 
	1,590,985,960.00 
	100.00%

	
	
	2010
	305,538,773.00 
	197,476,272.00 
	64.63%

	
	
	2011
	1,144,851,179.00 
	-
	0.00%

	
	
	2012
	23,142,020,035.00 
	23,085,884,785.00 
	99.76%

	
	
	2013
	3,083,164,612.00 
	-
	0.00%

	4
	Penberian Pinjaman daerah
	2009
	1,500,000,000.00 
	-
	0.00%

	
	
	2010
	512,000,000.00 
	512,000,000.00 
	100.00%

	
	
	2011
	1,490,000,000.00 
	115,150,000.00 
	7.73%

	
	
	2012
	-
	-
	-

	
	
	2013
	-
	-
	-

	
	Jumlah
	2009
	9,090,985,960.00 
	7,590,985,960.00 
	83.50%

	
	
	2010
	6,817,538,773.00 
	5,709,476,272.00 
	83.75%

	
	
	2011
	15,634,851,179.00 
	8,115,150,000.00 
	51.90%

	
	
	2012
	41,642,020,035.00 
	41,156,184,785.00 
	98.83%

	
	
	2013
	18,083,164,612.00 
	15,000,000,000.00 
	82.95%


Sumber : DPKKD Kabupaten Tabalong 2009-2013



d. Neraca Daerah
Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan asset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Selanjutnya mengenai gambaran neraca Kabupaten Tabalong dalam kurun waktu tahun 2009-2013 disajikan pada tabel 3.10.



Tabel 3.10
Neraca Tahun Anggaran 2009-2013 
( dalam rupiah )

	No
	Uraian
	Tahun

	
	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	1
	ASET
	1,756,459,957,271.50 
	1,930,640,828,206.55 
	1,762,233,208,274.10 
	2,085,195,858,323.30 
	2,532,164,922,299.27 

	1.1
	ASET LANCAR
	     90,348,385,031.50 
	     60,523,495,852.21 
	      53,505,742,110.27 
	      98,762,922,111.11 
	   285,187,497,006.27 

	1.1.1
	Kas di Kas Daerah
	     54,319,759,198.16 
	     20,311,291,745.22 
	        6,714,587,701.22 
	      65,181,526,643.52 
	   253,689,531,092.52 

	1.1.2
	Kas di Bendahara Pengeluaran
	1,383,366,633.00
	912,348,693.00
	747,633,382.00
	667,485,340.00
	70,928,575.00

	1.1.3
	Kas di Bendahara Penerimaan
	-
	157,744,492.00
	42,533,141.00
	316,339,794.00
	82,981,017.00

	1.1.4
	Kas lainnya
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 

	1.1.5
	Piutang Pajak
	          623,258,107.00 
	         100,046,925.00 
	- 
	           556,149,030.00 
	- 

	1.1.6
	Piutang Retribusi
	          237,568,076.00 
	         474,178,965.00 
	          530,688,760.00 
	        1,924,462,196.00 
	       1,311,851,678.00 

	1.1.7
	Piutang Dana Bagi Hasil
	     26,534,125,391.84 
	     32,777,645,172.22 
	      39,898,041,932.00 
	      21,513,375,925.67 
	     20,621,094,229.10 

	1.1.8
	Piutang Lainnya
	       1,875,253,312.00 
	         651,579,664.00 
	        2,949,042,230.16 
	        2,310,057,735.00 
	       5,083,436,099.00 

	1.1.9
	Piutang Transfer antar daerah
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.10
	Persediaan
	       5,375,054,313.50 
	       5,138,660,195.77 
	        2,623,214,963.89 
	        6,293,525,446.92 
	       4,327,674,315.65 

	Jumlah Aset Lancar
	     90,348,385,031.50 
	     60,523,495,852.21 
	      53,505,742,110.27 
	      98,762,922,111.11 
	   285,187,497,006.27 

	1.2
	INVESTASI JANGKA PANJANG
	48,075,038,241.00
	42,936,156,942.76
	59,277,221,939.83
	80,318,399,993.39
	95,966,050,147.39

	1.2.1
	Investasi Non Permanen Lainnya
	6,955,799,250.00
	6,955,799,250.00
	2,790,591,250.00
	2,790,591,250.00
	2,790,591,250.00

	1.2.2
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
	41,119,238,991.00
	35,980,357,692.76
	56,486,630,689.83
	77,527,808,743.39
	93,175,458,897.39

	Jumlah Investasi Jangka Panjang
	     48,075,038,241.00 
	     42,936,156,942.76 
	      59,277,221,939.83 
	      80,318,399,993.39 
	     95,966,050,147.39 

	1.3
	ASET TETAP
	 1,618,026,501,489.00 
	 1,820,876,075,641.58 
	  1,645,774,882,073.34 
	  1,904,288,416,658.80 
	 2,122,873,965,585.61 

	1.3.1
	Tanah
	    227,881,060,514.00 
	   234,643,550,495.00 
	    495,075,266,648.00 
	     501,785,724,648.00 
	   507,979,886,648.00 

	1.3.2
	Peralatan dan Mesin
	    100,029,705,162.00 
	   121,702,962,562.00 
	    134,107,964,092.34 
	     156,357,287,148.00 
	   167,471,502,361.00 

	1.3.3
	Gedung dan Bangunan
	    227,189,130,734.00 
	   262,771,735,659.00 
	    295,252,535,345.00 
	     341,932,228,701.00 
	   415,990,165,743.00 



	No
	Uraian
	Tahun

	
	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	1.3.4
	Jalan, Irigasi dan Jaringan
	 1,059,004,407,950.00 
	 1,167,738,966,496.58 
	    691,459,213,533.98 
	     840,973,496,492.80 
	   913,518,299,574.80 

	1.3.5
	Aset Tetap Lainnya
	       3,688,954,090.00 
	     15,202,321,590.00 
	        9,251,644,954.00 
	        9,652,497,486.00 
	     10,296,382,486.00 

	1.3.6
	Konstruksi dalam Pengerjaan
	          233,243,039.00 
	     18,816,538,839.00 
	      20,628,257,500.02 
	      53,587,182,183.00 
	   107,617,728,772.81 

	1.3.7
	Akumulasi Penyusutan
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 

	Jumlah Aset Tetap
	 1,618,026,501,489.00 
	 1,820,876,075,641.58 
	  1,645,774,882,073.34 
	  1,904,288,416,658.80 
	 2,122,873,965,585.61 

	1.4
	DANA CADANGAN
	
	
	
	
	

	1.4.1
	Dana Cadangan
	-
	-
	-
	-
	-

	Jumlah Dana Cadangan
	
	
	
	
	

	1.5
	ASET LAINNYA
	           10,032,510.00 
	       6,305,099,770.00 
	        3,675,362,150.66 
	        1,826,119,560.00 
	     28,137,409,560.00 

	1.5.1
	Tagihan Penjualan Angs
	           10,032,510.00 
	             9,981,770.00 
	            36,084,560.00 
	            36,084,560.00 
	           36,084,560.00 

	1.5.2.
	Tuntutan Perbendaharaan
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 

	1.5.3
	Tuntutan Ganti Rugi
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 

	1.5.4
	Kemitraan Pihak Ketiga
	- 
	- 
	- 
	- 
	     27,054,000,000.00 

	1.5.5
	Aset Lain-lain
	-
	       6,295,118,000.00 
	        3,639,277,590.66 
	        1,790,035,000.00 
	       1,047,325,000.00 

	Jumlah Aset Lainnya
	           10,032,510.00 
	       6,305,099,770.00 
	        3,675,362,150.66 
	        1,826,119,560.00 
	     28,137,409,560.00 

	Jumlah Aset
	 1,756,459,957,271.50 
	 1,930,640,828,206.55 
	  1,762,233,208,274.10 
	  2,085,195,858,323.30 
	 2,532,164,922,299.27 

	2
	KEWAJIBAN
	
	
	
	
	

	2.1
	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
	159,842,273.00
	1,339,433,780.00
	22,337,516,498.00
	262,536,308.00
	1,259,807,571.00

	2.1.1
	Utang Perhitungan Fihak Ketiga ( PFK )
	-
	- 
	- 
	- 
	- 

	2.1.2
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya
	-
	- 
	- 
	- 
	- 

	2.1.3
	Utang Jangka Pendek Lainnya
	159,842,273.00
	1,339,433,780.00
	22,337,516,498.00
	262,536,308.00
	1,259,807,571.00

	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek
	159,842,273.00
	1,339,433,780.00
	22,337,516,498.00
	262,536,308.00
	1,259,807,571.00

	2.2
	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
	
	
	
	
	



	No
	Uraian
	Tahun

	
	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	2.2.1
	Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan
	-
	-
	-
	-
	-

	2.2.2
	Utang Dalam Negeri Sektor Obligasi
	-
	-
	-
	-
	-

	2.2.3
	Utang Jangka Panjang Lainnya
	-
	-
	-
	-
	-

	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang
	
	
	
	
	

	JUMLAH KEWAJIBAN
	159,842,273.00
	1,339,433,780.00
	22,337,516,498.00
	262,536,308.00
	1,259,807,571.00

	3
	EKUITAS DANA
	
	
	
	
	

	3.1
	EKUITAS DANA LANCAR
	90,188,542,758.50
	59,184,060,554.82
	31,168,225,612.27
	98,500,385,803.11
	284,010,670,452.27

	3.1.1
	Sisa Lebih Pembayaran Anggaran ( SILPA )
	55,703,125,831.16
	21,223,638,918.83
	7,462,221,083.22
	65,849,011,983.52
	253,843,440,684.52

	3.1.2
	Pendapatan yang Ditangguhkan
	
	157,744,492.00
	42,533,141.00
	316,339,794.00
	82,981,017.00

	3.1.3
	Cadangan Piutang
	29,270,204,886.84
	34,003,450,726.22
	43,377,772,922.16
	26,304,044,886.67
	27,016,382,006.10

	3.1.4
	Cadangan Persediaan
	5,375,054,313.50
	5,138,660,197.77
	2,623,214,963.89
	6,293,525,446.92
	4,327,674,315.65

	3.1.5
	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek
	159,842,273.00
	1,339,433,780.00
	22,337,516,498.00
	262,536,308.00
	1,259,807,571.00

	Jumlah Ekuitas Dana Lancar
	90,188,542,758.50
	59,184,060,554.82
	31,168,225,612.27
	98,500,385,803.11
	284,010,670,452.27

	3.2
	EKUITAS DANA INVESTASI
	1,659,058,696,941.76
	1,875,256,213,652.58
	1,708,727,466,163.83
	1,986,432,936,212.19
	2,246,977,425,293.00

	3.2.1
	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang
	41,022,162,942.76
	48,075,038,241.00
	59,277,221,939.83
	80,318,399,993.39
	95,966,050,147.39

	3.2.2
	Diinvestasikan dalam Aset Tetap
	1,618,026,501,489.00
	1,820,876,075,641.58
	1,645,774,882,073.34
	1,904,288,416,658.80
	2,122,873,965,585.61

	3.2.3
	Diivestasikan dalam Aset Lainnya
	10,032,510.00
	6,305,099,770.00
	3,675,362,150.66
	1,826,119,560.00
	28,137,409,560.00

	3.2.4
	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang
	-
	-
	-
	-
	-

	No
	Uraian
	Tahun

	
	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	Jumlah Ekuitas Dana Investasi
	1,659,058,696,941.76
	1,875,256,213,652.58
	1,708,727,466,163.83
	1,986,432,936,212.19
	2,246,977,425,293.00

	3.3
	EKUITAS DANA CADANGAN
	
	
	
	
	

	3.3.1
	Diinvestasikan dalam Dana Cadangan
	-
	-
	-
	-
	-

	Jumlah Ekuitas Dana Cadangan
	
	
	
	
	

	Jumlah Ekuitas Dana
	1,749,247,239,700.26
	1,934,440,274,207.40
	1,739,895,691,776.10
	2,084,933,322,015.30
	2,530,988,095,745.27

	Jumlah Kewajiban                                    dan Ekuitas Dana
	1,749,407,081,973.26
	1,935,779,707,987.40
	1,762,233,208,274.10
	2,085,195,858,323.30
	2,532,247,903,316.27


Sumber : DPKKD Kabupaten Tabalong 2009-2013

Analisis terhadap neraca keuangan daerah pada lima tahun terakhir yang mencakup rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio aktivitas. Namun pada analisis berikut yang disajikan hanya rasio likuiditas dan rasio solvabilitas, sedangkan untuk rasio aktivis tidak dianalisis karena pada nilai kewajiban neraca hanya ada pada tahun 2009 dan 2013. Adapun analisis neraca dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.11
Analisis Neraca Keuangan Daerah Kabupaten Tabalong 
Tahun Anggaran 2009-2013  
( Dalam Rupiah )

	No
	Uraian
	Tahun

	
	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	A
	RASIO LIKUIDITAS
	 
	
	
	
	
	

	1
	Rasio Lancar
	 
	 
	565.23
	45.19
	2.40
	376.19
	226.37

	2
	Rasio Quick
	 
	 
	 
	531.61
	41.35
	2.28
	352.22
	222.94

	B
	RASIO SOLVABILITAS
	
	
	
	
	

	1
	Rasio total hutang terhadap total aset
	0.01
	0.07
	1.27
	0.01
	0.05

	2
	Rasio hutang terhadap modal
	0.39
	2.79
	37.68
	0.33
	1.31


Sumber : DPKKD Kabupaten Tabalong 2009-2013

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu 
Dengan pertimbangan tersebut diatas, maka mengharuskan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong untuk berupaya meningkatakan PAD sebagai sumber utama pendapatan daerah secara wajar dan dapat dipertanggungjawabkan. Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi  daerah perlu terus diupayakan melalui proses analisa dan perencanaan yang matang tanpa menimbulkan high cost economy terhadap perkembangan arus investasi.
Berdasarkan dinamika kebutuhan masyarakat, pencapaian visi dan misi daerah, serta kebijakan Pemerintah Pusat, maka arah kebijakan pengelolaan pendapatan daerah ditetapkan sebagai berikut :
1) Meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah agar memperkuat kemampuan Pemerintah Pusat, maka arah kebijakan pengelolaan pendapatan daerah ditetapkan sebagai berikut :
2) Meningkatkan kualitas aparatur pengelola keuangan daerah agar mampu mengembangkan kreatifitas, inisiatif, kemampuan dan memiliki motivasi yang kuat dalam menggali potensi dan sumber-sumber baru yang ada dalam meningkatkan penerimaan asli daerah dan mengelola keuangan daerah secara optimal, efesien dan efektif dan menghindariu kebocoran.
3) Meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan keuangan daerah, agar lebih dimanfaatkan secara tepat waktu, tepat sasaran dan efesien.
4) Menumbuhkan dan mengembangkan lembaga keuangan non bank milik pemerintah daerah (BUMD) yang bergerak dalam permodalan usaha mikro yang mampu meningkatkan dan mendorong pertumbuhan serta perkembangan usaha ekonomi masyarakat kecil secara merata.

Arah kebijakan belanja lebih ditekankan dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat sebagai pemegang kedaulatan rakyat dengan mengacu pada azas umum pengelolaan keuangan daerah yaitu dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efesien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan serta manfaat untuk masyarakat. Arah kebijakan belanja daerah meliputi:
1) Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi urusan wajib pemerintah daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum yang layak serta mengembangkan system jaminan sosial dengan mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolak ukur kinerja dan standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga meningkatkan efesiensi, efektivitas dan penghematan dibidang belanja daerah.
2) Memprioritaskan anggaran untuk membiayai program dan kegiatan pada SKPD yang bertanggung jawab melayani masyarakat secara langsung dan leading sector dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renja SKPD), Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan plapon Anggaran, Rencana Karja dan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RKA SKPD)
3) Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pada pengeluaran atas beban APBD, jika anggaran untuk mendanai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau cukup tersedia dimana semua pengeluaran daerah termasuk subsidi, hibah dan bantuan keuangan lainnya yang sesuai dengan program pemerintah daerah didanai melalui APBD sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan keuangan daerah.
4) Anggaran belanja diklasifikasikan menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek belanja.
5) Meningkatkan efesiensi dan efektifitas pengadaan barang dan jasa yang digunakan untuk pelaksanaan pelayanan publik setiap SKPD serta pemeliharaan asset daerah melalui pelaksanaan instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang percepatan Pemberantasan Korupsi, diktum keenam, yang menginstruksikan Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) agar melaksanakan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perubahannya.

Pelaksanaan Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, secara legal formal, dituangkan dalam UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Selain itu, terdapat juga UU No 88 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi  Daerah yang mengatur hal-hal mengenai kewenangan Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan kepada masyarakat daerah guna mendapatkan sumber pendanaan bagi pembangunan daerah. Dalam prakteknya, instrument utama yang digunakan adalah pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memungut pajak (taxing power) dan transfer ke daerah. UU Nomor 28 Tahun 2009 merupakan salah satu wujud upaya penguatan taxing power daerah, yaitu dengan perluasan basis pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah ada, penambahan jenis pajak daerah dan retribusi daerah, peningkatan tariff maksimum beberapa jenis pajak daerah, dan pemberian diskresi penetapan tarif pajak.
Pelaksanaan otonomi daerah menuntut adanya peningkatan kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang cenderung bertambah besar setiap tahunnya akan mendorong pemerintah daerah mencari sumber-sumber pendapatan baru yang sepadan dengan kebutuhan daerah.
Belanja daerah yang bisa dialokasikan untuk biaya program pembangunan, bantuan keuangan dan sosial, belanja bagi hasil serta belanja tidak tersangka sangat tergantung pada besarnya penerimaan daerah setelah dikurangi belanja untuk membiayai beban wajib dalam bentuk gaji upah dan tunjangan PNS. Sisa belanja setelah dikurangi belanja beban wajib itulah yang harus dikelola secara efesien dan efektif untuk membiayai program-program baik dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat maupun untuk mendorong percepatan laju pembangunan daerah.
Dalam lima tahun terakhir 2009-2013, proporsi anggaran belanja untuk beban wajib (Gaji upah dan tunjangan PNS) dalam APBD mengalami peningkatan. Namun karena jumlah APBD juga mengalami peningkatan, jumlah dana yang bisa diatur pengalokasiannya berdasarkan prakarsa dan kebijakan daerah sendiri mengalami peningkatan pula.
Namun demikian pembiayaan pembangunan tidaklah hanya menjadi tanggungjawab pemerintah daerah semata tanpa adanya partisipasi kalangan dunia usaha dan swadaya masyarakat. Arah pengelolaan pembiayaan ke depan diharapkan di dalam pembiayaan pembangunan sumber dana APBD tersebut menjadi stimulant bagi pembiayaan pembangunan daerah. Dalam hal ini maka perlu diciptakan situasi yang kondusif bagi tumbuhnya investasi swasta dan institusi lainnya untuk mengembangkan berbagai potensi unggulan daerah.



a. Proporsi Penggunaan Anggaran
Kebijakan umum keuangan daerah yang tergambar dalam pelaksanaan APBD Yang merupakan instrumen dalam menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan yang terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah mengacu pada aturan yang melandasinya baik Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah maupun Keputusan Kepala Daerah. Anggaran pemerintah daerah yang tertuang dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana kerja keuangan tahunan pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun yang disusun secara jelas dan spesifik serta merupakan desain teknis pelaksanaan strategi untuk mencapai tujuan  daerah dalam bentuk alokasi dana. 
Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong dikelompokkan dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-lain PAD yang Sah. Lain-lain PAD Yang sah adalah pendapatan yang tidak dapat dimasukkan dalam jenis pendapatan pajak Daerah dan retribusi daerah. Kelompok selanjutnya adalah Dana Perimbangan yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, yang antara lain bagi hasil Pajak Bumi dan bangunan, bagi hasil bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan bagi hasil Pajak Penghasilan. Selanjutnya adalah Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan bentuk block grand dari Pemerintah, dengan memperhatikan kemampuan fiskal daerah dan kebutuhan fiskal daerah. DAU diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan . selanjutnya adalah Dana Alokasi Khusus (DAK), yaitu dana perimbangan yang penggunaannnya ditentukan oleh Pemerintah, misalnya untuk bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang perdagangan, dan bidang infrastruktur. Ketentuan tentang DAK juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005. 
Kelompok terakhir adalah Lain-lain Pendapatan yang sah yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak DAN Bukan Pajak Propinsi, antara lain Pajak Bahan Bakar Minyak, Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Bawah Tanah, dan Penyesuaian Otonomi Khusus, yang biasanya berasal dari Pemerintah Pusat, misalnya dana insentif daerah dan dana tambahan penghasilan untuk guru.
 
b. Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah
Perubahan yang signifikan dalam pengelolaan keuangan daerah dimulai dengan pelaksanaan otonomi daerah pada tahun 2001. Sebagai tindak lanjut pelaksanaan otonomi daerah, khususnya dalam hal pengelolaan keuangan daerah, Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 yang memperkenalkan Anggaran Berbasis Kinerja. Ketentuan tersebut diperbaiki sehingga dihasilkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang Kemudian diikuti pedoman teknisnya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Salah satu isi berbagai peraturan tersebut diatas, bahwa penyusunan anggaran harus berdasarkan atau berbasis kinerja. Pada struktur APBD berbasis kinerja  dapat dilihat adanya ketentuan surplus dan defisit anggaran. Kemudian berbasis kinerja juga pada penyususnan anggaran pendapatan dan belanja. Setiap usulan anggaran pendapatan dan anggaran belanja harus memperhatikan kinerja input (masukan) yang digunakan, output (keluaran) yang dihasilkan dan outcomes (hasil) atau berfungsi output sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Anggaran berbasis kinerja juga memperhatikan nilai waktu dari uang (time value of money), yaitu ekonomis, efesiensi dan efektifitas. Selain berbasis kinerja, berbagai ketentuan tersebut juga masih menerapkan anggaran berimbang, artinya surplus anggaran harus jelas sumber untuk menutupnya. Dalam struktur anggaran, keberimbangan diperlihatkan pada SILPA Tahun berkenaan nilainya adalah 0 (nol) Rupiah.


Adapun kebijakan pendapatan yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Tabalong melalui: 
1. Optimalisasi pendapatan asli daerah yang diarahkan pada : 
a. Penyesuaian berbagai peraturan dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
b. Pendekatan intensifikasi dalam bentuk perubahan regulasi guna peningkatan nilai objek pajak tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat.
c. Peningkatan pelayanan dan kepatuhan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah yang diberangi dengan penerapan akuntabilitasdan pemantapan kinerja pelayanan unit pemungut dan pengelola pendapatan dalam bentuk insentif, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
d. Perbaikan kinerja dan pengelolaan badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah yang efesien, efektif dan akuntabel dalam rangka peningkatan kontribusi laba terhadap pendapatan asli daerah.
e. Kebijakan pendayagunaan kekayaan atau asset-aset daerah yang dikelola secara langsung maupun melalui bentuk kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka peningkatan Pendapatn Asli Daerah.
2. Konsep revenue sharing atas perimbangan keuangan Pusat dan Daerah memerlukan langkah-langkah proaktif Pemerintah Kabuapten Tabalong dalam:
a. Melakukan pemantauan, pendataan dan analisa terhadap wajib pajak seperti sumber daya alam dan kontribusi penerimaan yang disetorkan ke Pusat maupun Propinsi.
b. Berkoordinasi serta melakukan analisis perhitungan untuk menilai akurasi perhitungan terhadap formula bagi hasil dan dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi, sehingga alokasi yang diterima sesuai dengan kontribusi yang diberikan.
3. Upaya untuk memperoleh alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) diarahkan pada peningkatan penyediaan data-data teknis, koordinasi pengeloaan DAK secara utuh dan terpadu dipusat dan daerah, sinkronisasi kegiatan DAK dengan kegiatan lain yang didanai APBN dan APBD, Serta meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan DAK didaerah. Berdasarkan kebijakan DAK, terdapat beberapa bidang yang memiliki potensi memperoleh alokasi DAK meliputi : (1) pendidikan; (2)Kesehatan; (3) Keluarga Berencana; (4) Infrastruktur Jalan; (5) Infrastruktur Irigasi; (6) Infrastruktur Air Minum; (7) Infrastruktur Sanitasi; (8) Prasarana Pemerintah Daerah; (9) Kelautan dan Perikanan; (10) Pertanian; (11) Lingkungan Hidup ; (12) Kehutanan; (13) Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggi; (14) Sarana Perdagangan; (15) transportasi Perdesaan; (16) Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan; (17) Listrik Perdesaan ; (18) Perumahan dan Permukiman; serta (19) Keselamatan Transportasi Darat.
4. Kebijakan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian merupakan amanat dari UU Nomor 35 Tahun 2008, yang dialokasikan antara lain untuk dana penyesuaian berupa dana tambahan penghasilan guru PNSD, Dana Insentif Daerah, dana tambahan untuk tunjangan profesi guru (TPG), Dan bantuan operasional sekolah (BOS).Dana insentif Daerah terutama ditunjukkan kepada daerah berprestasi yang memiliki kriteria keuangan dan kriteria ekonomi dan kesejahteraan yang baik, serta tetap mengupayakan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Sementara itu, dana tambahan untuk TPG sejalan dengan telah ditetapkan PP nomor 41 tahun 2009 tentang tunjangan profesi guru dan dosen. Dana tersebut diberikan kepada guru dan dosen yang memiliki sertifikat pendidikan sebagai penghargaan atas profesionalitasnya, sesuai dengan kewenangannya.

Kemudian kebijakan terhadap belanja daerah yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Tabalong melalui :
1. Pengalokasian belanja wajib mengikat yaitu besaran belanja tidak langsung kelompok belanja pegawai dengan memperhitungkan adanya kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD dan penambahan formasi CPNS.PNS Daerah dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam rangka pemerataan pembangunan pedesaan dan peningkatan kinerja aparatur desa melalui Tunjangan Penghasilan Kepala desa dan Perangkat Desa serta kelembagaan masyarakat desa termasuk melanjutkan penyediaan bantuan keuangan pembangunan kantor desa bagi desa-desa yang dinilai memenuhi syarat.
3. Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintahan Desa diarahkan dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD)
4. Belanja bantuan sosial diarahkan dalam rangka pemberdayaan organisasi/ kelompok/ anggota masyarakat yang diarahkan pada penguatan aktifitas sosial ekonomi masyarakat, pembinaan kehidupan beragama yang secara signifikan mendukung pencapaian IPM serta secara teknis dilakukan melalui mekanisme pengujian atas kelayakan proposal.
5. Belanja subsidi diarahkan khususnya kepada lembaga pendidikan dasar dan menengah sebagai upaya mengurangi biaya pendidikan siswa serta dalam rangka akselerasi pencapaian wajib belajar 9 tahun.
6. Belanja Hibah diarahkan dalam rangka penguatan fungsi lembaga/badan, perusahaan daerah maupun organisasi kemasyarakatan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah, peningkatan pelayanan kepada  masyarakat serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Selanjutnya kebijakan terhadap pembiayaan daerah yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Tabalong melalui :
1. Penerimaan Pembiayaan melalui penerimaan hasil Piutang Daerah baik piutang pajak maupun penerimaan piutang lainnya.
2. Pengeluaran Pembiayaan dilaksanakan melalui penyertaan modal, penanaman saham di Bank Kalsel, pembayaran hutang daerah termasuk pembiayaan belanja infrastruktur melalui anggaran kegiatan tahun jamak.
3. Pembentukan Dana Cadangan diperuntukan bagi pembiayaan biaya pemilihan kepala daerahperiode berikutnya yang dimulai pengalokasiannya pada 2 tahun anggaran sebelumnya.

Analisis pembiayaan Kabupaten Tabalong dalam kurun waktu tahun 2009-2013 dapat dijelaskan bahwa realisasi pendapatan daerah, realisasi belanja dan pengeluaran pembiayaan daerah yang cenderung meningkat.Secara rinci ditunjukan secara berturut- turut  pada tabel berikut.

Tabel 3.12
Defisit Riil Anggaran Kabupaten Tabalong 
Tahun Anggaran 2009-2013
( Dalam Rupiah )

	No
	Uraian
	Tahun

	
	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	1
	Realisasi Pendapatan
	    667,613,320,257.80 
	   691,341,805,050.67 
	    811,097,409,198.39 
	     999,863,419,294.30 
	 1,011,979,247,226.00 

	2
	Belanja Daerah
	    624,641,652,002.00 
	   721,220,359,691.00 
	    815,831,328,341.00 
	     901,113,149,441.00 
	   809,762,231,830.00 

	3
	Pengeluaran Pembiayaan
	       7,560,985,980.00 
	       5,709,476,272.00 
	        8,115,150,000.00 
	      41,156,184,785.00 
	     15,000,000,000.00 

	Defisit Riil
	 
	 
	 
	57,594,085,068.30 
	 


Sumber : DPKKD Kabupaten Tabalong 2009-2013










Pada tahun 2013 Perhitungan Anggaran mengalami Surplus perhitungan anggaran. Berdasarkan tabel defisit riil anggaran maka dapat dilihat komposisi penutupan riiil anggaran daerah pada tabel berikut.

Tabel 3.13
Komposisi Penutupan Riil Anggaran Kabupaten Tabalong
Tahun Anggaran 2009-2013
( Dalam Rupiah )

	No
	Uraian
	Proporsi dari Total Defisit Riil (%)

	
	
	2010
	2011
	2012
	2013

	1
	Sisa Lebih Pendapatan Anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya
	34,479,486,912.33
	      20,311,290,225.83 
	        7,462,221,083.22 
	     65,643,900,844.52 


Sumber : DPKKD Kabupaten Tabalong 2009-2013

3.3. Kerangka Pendanaan
Penyelenggaraan pemerintah akan berfungsi optimal, efektif dan efisien apabila penyelenggara urusan pemerintahan didukung dengan instrument-instrumen yang sudah dirumuskan dalam kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan sebagaimana yang dituangkan dalam Rencana Kerja Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Jangka Pendek (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) yang disusun setiap tahun. Untuk melaksanakan instrument-intrumen tersebut tentunya didukung denganpendanaan/sumber-sumber penerimaan yang cukup berdasarkan peraturan perundang-undangan (money follow function). Dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan guna mencapai tujuan serta mengenai sasaran yang yang diinginkan maka harus didukung dengan penganggaran untuk memenuhi kebutuhan belanja pembangunan tersebut. Dalam rangka mendukung kebutuhan belanja pembangunan daerah tidak bisa terlepas dengan kapasitas fiskal (kemampuan keuangan daerah) yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah tersebut, karena kapasitas fiskal merupakan penopang utama dan sumber pembiayaan pembangunan daerah tersebut, meskipun sumber pembiayaan pembangunan bisa juga diperoleh dari sumber-sumber dana Non APBD, seperti Dana Hibah dari pusat maupun dari daerah lain, dana kemitraan dengan masyarakat maupun pihak ketiga, swadaya masyarakat, serta kontribusi pelaku usaha melalui Corporate Sosial Responsibility (CRS).
Salah satu instrument yang konkret yang digunakan untuk merencanakan dan dijadikan dasar pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan pembangunan di daerah diwujudkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Daerah merupakan wujud dari pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam pengelolaan keuangan daerah tersebut harus sesuai dengan prosedur, dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
Desentralisasi Fiskal memberi kesempatan yang lebih luas kepada Pemerintah Daerah dalam menyusun anggaran pendapatan dan perbelanjaan agar lebih efektif dan efisien karena mereka lebih mengetahui realitas yang terjadi dilapangan dan hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat secara langsung. Jika ingin lebih memacu pertumbuhan ekonomi lokal maka pemerintah daerah dapat melakukan penekanan (memprioritaskan) pada penganggaran belanja bidang infrastruktur dan belanja sektor sosial. Pertumbuhan ekonomi yang dipacu oleh pengeluaran pemerintah dan swasta berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja. Untuk menyerap besarnya laju pertumbuhan tenaga kerja yang cenderung meningkat terus menerus, diperlukan upaya-upaya yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi baik oleh pemerintah maupun swasta, karena investasi tidak hanya menciptakan permintaan tapi juga memperbesar kapasitas produksi. Dengan meluasnya kesempatan kerja, akses masyarakat untuk mendapatkan penghasilan makin besar. Dengan meningkatnya penghasilan masyarakat maka dampak yang lebih luas adalah adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat karena dapat memenuhi kebutuhan primernya/basic needs (sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan) bahkan kebutuhan sekunder dan tersiernya. Seiring dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat maka seharusnya tingkat kemiskinan akan berkurang, karena kemiskinan dan kesejahteraan ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan.
Selain terus memprioritaskan pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal, Pemerintah hendaknya juga mendukung dan melaksanakan kebijakan reformasi dalam administrasi keuangan daerah, dimana antara lain tercermin dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja, sebagai salah satu langkah perubahan dalam upaya membangun sebuah pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu pengelolaan APBD harus melalui tiga tahapan penting yaitu :
1. Perencanaan APBD melibatkan masyarakat dan DRPD dalam rangka penjaringan aspirasi (need assessment) hingga penetapan Arah dan Kebijakan Umum serta penentuan strategi dan prioritas APBD. Input dari penjaringan aspirasi tersebut berupa program- program dan kegiatan. Dalam manajemen pengelolaan keuangan daerah, perencanaan harus memenuhi karakteristik sebagai berikut :
a. Berorientasi pada kepentingan publik/masyarakat luas.
b. Disusun berdasarkan pendekatan kinerja.
c. Mempunyai keterkaitan yang erat antara pengambil kebijakan (decision maker) di DPRD dengan perencanaan operasional oleh Pemerintah Daerah dan penganggaran pada unit kerja (SKPD).
d. Terdapat upaya-upaya untuk mensinergikan hubungan antara APBD, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, lembaga pengelola keuangan daerah dan unit-unit pengelola layanan publik dalam pengambilan keputusan.
Dalam tahap perencanaan ini reposisi DPRD sangat diperlukan untuk menyuarakan aspirasi masyarakat. DPRD mempunyai kewenangan untuk menetapkan arah kebijakan prioritas alokasi dan distribusi keuangan daerah. Mekanisme penyusunan strategi dan prioritas APBD dapat dilakukan sebagai berikut :
a. DPRD melakukan upaya penjaringan masyarakat dan menyusun pokok-pokok pikiran dewan. Selanjutnya diadakan berbagai komunikasi dan kesepakatan-kesepakatan yangdituangkan dalam bentuk arah dan kebijakan umum APBD.
b. Tim Anggaran Eksekutif menyusun Strategi dan Prioritas APBD yang selanjutnya disampaikan kepada panitia anggaran legislatif untuk konfirmasi kesesuaiannya dengan Arah dan Kebijakan Umum APBD yang telah disepakati.
c. Apabila kedua belah pihak (eksekutif dan legislatif  telah sepakat) maka APBD dapat disyahkan oleh DPRD.
2. Pelaksanaan APBD dilakukan dengan menggunakan sistem akuntansi yang sudah disesuaikan untuk menghasilkan dokumentasi pencatatan sebagai laporan pelaksanaan APBD oleh eksekutif baik be rupa laporan bulanan, triwulan maupun laporan tahunan sebagai laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD.
3. Pengendalian/Pengawasan Keuangan Daerah : Fungsi pengawasan terhadap alokasi APBD dilakukan lembaga legislatif terhadap berbagai penggunaan dana daerah pada setiap kesempatan. Meskipun secara formal laporan pelaksanaan APBD telah dituangkan dalam bentuk laporan triwulan dan tahunan, namun lembaga legislatif dapat menggunakan berbagai media, masyarakat ataupun informal dari pemerintah daerah untuk mengawasi berbagai implementasi APBD oleh pemerintah daerah.
Dalam tahap ini berbagai laporan pelaksanaan APBD diproses dengan melakukan evaluasi terhadap laporan tersebut yang sekaligus dapat dipergunakan sebagai penilaian Pertanggungjawaban Kepala Daerah. DPRD dapat mempergunakan laporan keuangan ini sebagai salah satu indikator untuk menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah. Mekanisme pengendalian/ pengawasan atas pengelolaan keuangan daerah oleh DPRD kepada Pemerintah Daerah pada hakekatnya merupakan mekanisme pertanggungjawaban (akuntabilitas) Pemerintah Daerah kepada masyarakat. Pertanggungjawaban penggunaan uang publik pada dasarnya mempertimbangkan dua aspek yaitu Aspek Legalitas Anggaran Daerah (setiap transaksi yang dilakukan dalam APBD harus dapat dilacak otoritas legalnya) dan Aspek Pengelolaan dan Pertanggungjawaban (pengelolaan dan pertanggungjawaban harus dilaksanakan secara baik, termasuk perlindungan asset fisik dan finansial guna mencegah terjadinya pemborosan dan salah urus).
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas guna mendukung upaya percepatan pertumbuhan ekonomi dan pemantapan stabilitas ekonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta pelayanan umum kepada masyarakat, maka kebijakan anggaran dalam Tahun 2015 di Kabupaten Tabalong diarahkan untuk :
a. Tetap melaksanakan dan memperhatikan sebelas prioritas pembangunan nasional dan 3 prioritas lainnya yaitu (1) reformasi birokrasi dan tata kelola; (2) pendidikan; (3) kesehatan; (4) penanggulangan kemiskinan; dan (5) ketahanan pangan, Kemudian (6) infrastruktur; (7) iklim investasi dan iklim usaha; (8) energi; (9) lingkungan hidup dan pengelolaan bencana; (10) daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca-konflik; serta, (11) kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi. Sementara itu, 3 prioritas bidang lainnya mencakup: (1) politik, hukum, dan keamanan, (2) perekonomian, dan (3) kesejahteraan rakyat.
b. Tetap melaksanakan dan memperhatikan prioritas kegiatan-kegiatan yang mendukung program pro growth, pro poor, projob dan pro environtment.
c. Tetap melanjutkan pendanaan guna meningkatkan jaminan sosial yang diwujudkan dalam bentuk program-program dan kegiatan-kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut.
d. Meningkatkan jumlah dan besaran belanja modal dalam rangka meningkatkan produktifitas perekonomian, dimana diharapkan dengan besarnya belanja modal maka akan tercipta pertumbuhan ekonomi yang lebih baik serta peningkatan kesempatan kerja.
e. Melanjutkan langkah-langkah konsolidasi fiskal dengan menjaga tingkat defisit yang terkendali dari aspek pembiayaan daerah.
f. Penerapan Performance Based Budgeting dan Medium Term Expenditure Framework. Penerapan strategi ini sebagai upaya untuk lebih mengefektifkan dan mengefesienkan (restrukturisasi) program dan kegiatan pada masing-masing Unit Kerja (SKPD). Upaya restrukturisasi tersebut dimulai dengan tahapan penetepan visi dan misi SKPD sesuai dengan rencana strategis, tugas serta fungsi masing- masing SKPD, restrukturisasi program yang bersumber dari tugas dan fungsi di masing-masing pejabat yang ada di masing-masing SKPD hingga penetapan indikator kinerja kegiatan yang akan dilakukan melalui pendekatan kuantitas, kualitas dan harga. Selain itu dengan penerapan MTEF akan tampak sejauh mana kebutuhan pendanaan yang lebih detail pada masing-masing SKPD dan seberapa jauh kebutuhan tersebut dapat dipenuhi, baik dalam jangka menengah maupun panjang.
g. Mengoptimalikan pengumpulan sumber-sumber pendapatan daerah, peningkatan efisiensi dan efektifitas belanja daerah serta peningkatan dan perbaikan manajemen keuangan daerah.
h. Peningkatan kemampuan pembiayaan penyelenggaraan pelayanan dasar (terutama untuk kelompok rentan termajinalkan) yang bersumber dari APBD maupun kemitraan. Tujuan dari kebijakan ini adalah meningkatkan Pendapatan per kapita. Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai prioritas ini antara lain :
1. Meningkatkan SDM Kabupaten Tabalong dengan pendidikan yang terjangkau oleh semua penduduk.
2. Meningkatkan pelayanan di bidang kesehatan khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
3. Meningkatkan keamanan pangan untuk mencukupi kebutuhan pangan penduduk.

Strategi-strategi diatas perlu ditindaklanjuti dalam politik anggaran, mulai dari perencanaan, implementasi dan pertanggungjawaban kebijakan fiskal. Hal ini kemudian diikat dalam tanggung jawab sosial antara pemerintah dan DPRD yang perlu dibahas dalam pembahasan dokumen yang lebih detail, termasuk hal yang sangat penting adalah soal realisasi penyerapan anggaran serta akuntabilitas anggaran melalui laporan-laporan pelaksanaan APBD. Selain daripada itu sistem rewards and punishment perlu diterapkan bagi SKPD yang memiliki kinerja baik ataupun buruk, sehingga diharapkan mereka akan lebih bersemangat dalam mencapai tujuan pembangunan serta bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugas dan kewajiban yang sudah masuk dalam agenda kegiatan di masing-masing SKPD-nya.
Sehubungan dengan analisis APBD Tahun Anggaran 2009-2013, maka selain pemenuhan kebutuhan belanja dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan, tidak kalah pentingnya adalah memperbaiki struktur APBD yang sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah serta lebih realistis dalam penganggaran pendapatan maupun belanja. Pada awal tahun dan tahun-tahun berikutnya diupayakan optimalisasi pendapatan yang sesuai dengan potensi dan rasionalisasi  jenis belanja, sehingga defisit anggaran di estimasi dapat ditutupi dengan penerimaan pembiayaan. 

Tabel 3.14
Kerangka Pendanaan Kabupaten Tabalong 
Tahun Anggaran  2015-2019

	NO
	URAIAN
	TAHUN

	
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	1








	Belanja Tidak Langsung (Rp)
	612,369,760,000 
	716,961,230,300 
	849,342,075,000 
	971,377,562,000 
	980,054,578

	
	Belanja Pegawai
	511,674,284,000 
	588,425,427,000 
	676,689,240,000 
	778,192,627,000 
	805,921,520

	
	Belanja Bunga
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Belanja Subsidi
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Belanja Hibah
	21,444,225,000 
	23,588,647,500 
	25,947,512,000 
	45,947,512,000 
	25,947,512,000 

	
	Belanja Bantuan Sosial
	5,972,388,000 
	6,569,626,800 
	6,635,323,000 
	6,635,323,000 
	6,635,323,000 

	
	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota /Pemerintahan Desa
	3,399,291,000 
	5,660,000,000 
	6,470,000,000 
	7,002,100,000 
	7,950,223,000 

	
	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota / Partai Politik
	67,379,572,000 
	90,217,529,000 
	131,100,000,000 
	131,100,000,000 
	131,100,000,000 

	
	Belanja Tidak Terduga
	2,500,000,000 
	2,500,000,000 
	2,500,000,000 
	2,500,000,000 
	2,500,000,000 

	2



	Belanja  Langsung (Rp)
	733,190,240,000
	732,498,829,700
	1,245,247,924,960
	1,469,412,440,000
	1,522,335,422,000

	
	Belanja Pegawai
	57,102,023,000 
	54,246,921,850 
	61,994,575,000 
	69,571,303,750 
	73,316,868

	
	Belanja Barang dan Jasa
	309,393,700,500
	300,103,791,250
	757,147,702,960
	865,381,136,250
	890,018,554,000

	
	Belanja  Modal
	366,694,516,500 
	378,148,116,600 
	426,105,647,000 
	534,460,000,000 
	559,000,000,000 

	JUMLAH BELANJA
	1,345,560,000,000
	1,449,460,060,000
	2,094,589,999,960
	2,440,790,002,000
	2,502,390,000,000


Sumber : DPKKD Kabupaten Tabalong

Peningkatan kapasitas keuangan pemerintah Kabupaten Tabalong terdepan harus terus dilakukan guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan dana perimbangan dan meningkatkan kapasitas keuangan, baik dari aspek sumber-sumber penerimaan daerah maupaun dari aspek pemanfaatan dan pengelolaan keuangan daerah. Peningkatan kapasitas keuangan ini diarahkan untuk dapat mendanai pelayanan politik berdasarkan standar pelayanan minimal (SPM), dan untuk mendukung mendukung iklim usaha yang kondusif di Kabupaten Tabalong. Upaya bagi peningkatan kapasitas keuangan juga diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah Kabupaten Tabalong dalam mengelola sumber daya daerah dan meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu , akan terus dilakukan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan pemerintah daerah secara professional dan akuntabel, termasuk dalam penggunaan system akuntansi berbasis teknologi informasi.
Berdasarkan kerangka pendanaan selama lima tahun tersebut, kemudian kita dapat mencari kapasitas riilnya yaitu dengan menghitung belanja wajib dan mengikat, perhitungan kapasitas riil dirumuskan pada tabel 3.15.
Dari perkiraan belanja bagi tersebut dapat diketahui kapasitas riil keuangan daerah Kabupaten Tabalong, dimana total penerimaan dikurangi belanja gaji dan tunjangan (belanja pegawai) dan belanja wajib dan mengikat. Adapun tabel 3.16 menunjukkan kapasitas riil atau dana yang tersedia setiap tahunnya di Kabupaten Tabalong untuk mendanai pembangunan.
Berdasarkan perkiraan kapasitas Proyeksi kemampuan anggaran daerah, selanjutnya perlu ditetapkan kebijakan alokasi tentatif dari kapasitas Proyeksi kemampuan anggaran daerah tersebut kedalam berbagai program sesuai urutan prioritas. Prioritas program dikelompokkan menjadi Kelompok Prioritas I, Kelompok Prioritas II dan Kelompok Prioritas III. Kelompok Prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelom Kelompok Prioritas II. Kelompok Prioritas III mendapatkan alokasi anggaran setelah Kelompok Prioritas I dan II terpenuhi kebutuhan dananya.

Tabel 3.15
Perkiraan Belanja Pegawai Tahun Anggaran  2015-2019 
[bookmark: _GoBack](Dalam Jutaan Rupiah)

	No
	Uraian
	Data Tahun         Dasar TA. 2013                   ( Rp )
	Tingkat Pertumbuhan                              ( % )
	Proyeksi

	
	
	
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	A
	Belanja Tidak Langsung
	342,014,480,000
	
	392,524,291,670
	452,753,550,771
	520,227,383,386
	597,422,890,894
	686,533,932,528

	1
	Belanja Gaji dan Tunjangan
	336,049,565,800
	15
	386,457,000,670
	444,425,550,771
	511,089,383,386
	587,752,790,894
	675,915,709,528

	2
	Belanja Penerimaan anggota dan pimpinan DPRD serta operasional KDH /WKDH
	2,668,000,000
	-
	2,668,000,000
	2,668,000,000
	2,668,000,000
	2,668,000,000
	2,668,000,000

	3
	Belanja Bunga
	-
	
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Belanja Bagi Hasil
	3,296,914,200
	21.14
	3,399,291,000
	5,660,000,000
	6,470,000,000
	7,002,100,000
	7,950,223,000

	B
	Belanja Langsung
	24,001,402,082
	
	27,601,612,394
	31,741,854,253
	36,503,132,391
	41,978,602,250
	48,275,392,588

	1
	Belanja Honorarium PNS Khusus untuk Guru dan Tenaga Medis
	9,825,200,000
	15
	11,298,980,000
	12,993,827,000
	14,942,901,050
	17,184,336,208
	19,761,986,639

	2
	Belanja Beasiswa pendidikan PNS
	1,322,000,000
	15
	1,520,300,000
	1,748,345,000
	2,010,596,750
	2,312,186,263
	2,659,014,202

	3
	Belanja Jasa Kantor (khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, air, telepon dan sejenisnya)
	12,854,202,082
	15
	14,782,332,394
	16,999,682,253
	19,549,634,591
	22,482,079,780
	25,854,391,747

	4
	Belanja Sewa gedung kantor  (yang telah ada kontrak jangka panjangnya )
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya )
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	C
	Pembiayaan Pengeluaran
	15,000,000,000
	
	30,000,000,000
	40,000,000,000
	40,000,000,000
	30,000,000,000
	30,000,000,000

	1
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
	15,000,000,000
	
	30,000,000,000
	30,000,000,000
	30,000,000,000
	30,000,000,000
	30,000,000,000

	2
	Pembentukan Dana Cadangan
	-
	
	-
	10,000,000,000.00
	10,000,000,000.00
	-
	-

	3
	Pembayaran Pokok Hutang
	-
	
	-
	-
	-
	-
	-

	Total Belanja wajib dan pengeluaran wajib yang mengikat serta prioritas utama
	351,015,882,082
	
	390,125,904,064
	444,495,405,024
	516,730,515,778
	609,401,493,144
	704,809,325,116


Sumber : DPKKD Kab.Tabalong
Tabel 3.16
Perkiraan Kapasitas Riil 
Tahun Anggaran  2015-2019


	No
	Uraian
	Tahun Dasar TA. 2013 (Rp)
	Proyeksi

	
	
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	1
	Pendapatan
	    1,089,351,300,373 
	      1,340,000,000,000 
	        1,444,000,060,000 
	            2,089,129,999,960 
	          2,415,330,002,000
	      3,001,930,000,000 

	2
	Pencairan Dana Cadangan
	                                        -   
	                                     -   
	                                       -   
	                                           -   
	               20,000,000,000 
	                                     -   

	3
	Sisa lebih proyeksi perhitungan anggaran
	            220,086,671,603 
	            35,100,000,000 
	              45,000,000,000 
	                  45,000,000,000 
	               35,000,000,000 
	           35,000,000,000 

	TOTAL PENERIMAAN
	         1,309,437,971,976 
	      1,375,100,000,000
	        1,489,000,060,000 
	            2,134,129,999,960
	          2,470,330,002,000
	      3,036,930,000,000 

	Dikurangi :
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Belanja  dan Pengeluaran Pembiayaan  yang wajib dan mengikat serta prioritas utama
	            351,015,882,082 
	          390,125,904,064 
	           444,495,405,024 
	               516,730,515,778 
	             609,401,493,144 
	         704,809,325,116 

	Kapasitas Proyeksi Kemampuan Keuangan
	            958,422,089,894 
	          984,974,095,936 
	           1,044,504,654,976 
	            1,617,399,484,182 
	          1,860,928,508,856 
	      2,332,120,674,884 


Sumber : DPKKD Kab.Tabalong 



